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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2022/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai  Gugat  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Sulawesi  Tengah,  29  Agustus  1994,

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Lombok

Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir  Mataram,  3 Agustus 1991, agama Islam,

pekerjaan  Buruh Harian  Lepas,  pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Lombok  Barat,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  18

Januari 2022  yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang

pada  hari  dan  tanggal  yang  sama  dengan  register  perkara  Nomor

141/Pdt.G/2022/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pada  tanggal  15  November  2014  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan pernikahan di  Lingsar,  sebagaimana yang termuat dalam

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Lingsar tertanggal 17 November 2014;
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2.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut  Penggugat  dengan Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak 

4. Bahwa  lebih  kurang  sejak  bulan  Agustus  2017  ketentraman  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Masalah  ekonomi  dimana  Tergugat  kurang  memberikan  nafkah

kepada  Penggugat  karena  Tergugat  jarang  mau  bekerja  bahkan

Penggugatlah yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumahtangga;

b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka main judi

dan Tergugat  jarang mau melaksanakan ibadah sholat  5 (lima) waktu

dan jarang puasa Ramadhan;

5.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2021 yang akibatnya

antara Penggugat  dengan Tergugat  pisah rumah dan saat  ini  Penggugat

tinggal di  rumah orangtua Penggugat di  Kabupaten Lombok Barat. Sejak

kejadian tersebut lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;

6.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sudah sulit  dipertahankan lagi  dan karenanya agar  masing-masing pihak

tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian

merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat 

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Giri  Menang  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Penggugat  dan

Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan

Tergugat  berdamai  atau  rukun  kembali,  akan  tetapi  Penggugat  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan

Tergugat  untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator

(Ulfa  Nurwindiasari,  S.H.I.) tanggal 24 Januari 2022, ternyata mediasi tidak

berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Penggugat  dan Tergugat agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya di persidangan Penggugat mengakui bahwa antara

Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada bulan

September 2021 dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa,  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  maka  semua  yang

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk

dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis

Hakim  terlebih  dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan

Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang,  bahwa perkara yang diajukan Penggugat  pada pokoknya

adalah gugatan perceraian,  berdasarkan ketentuan Pasal  49 huruf  a  berikut

penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan

tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82

ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  nomor  3  tahun  2006

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989, namun

upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang

bernama  Ulfa  Nurwindiasari,  S.H.I. untuk mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat,  namun  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  tersebut  tidak  berhasil

(gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina

rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri

sejak  bulan  Juni  2021,  namun  di  depan  persidangan  Penggugat  mengakui

antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri pada

bulan September 2021 dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat

kontradiksi antara dalil  gugatan Penggugat dengan pengakuan Penggugat di
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depan persidangan, dimana dalam gugatannya, Penggugat menyatakan telah

pisah rumah dengan Tergugat dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri

sejak  bulan  Juni  2021,  namun  di  depan  persidangan  Penggugat  mengakui

dengan menyatakan masih berhubungan suami isteri  dengan Tergugat pada

bulan September 2021 sehingga dalil gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur

libel);

Menimbang, bahwa selain dalil gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim

juga memandang Penggugat tidak memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan

gugatan  perceraian  dikarenakan  hubungan  suami  isteri  yang  terjadi  antara

Penggugat  dan  Tergugat  menandakan  antara  keduanya  masih  terjalin

hubungan lahir maupun batin layaknya suami isteri;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat kabur atau  obscuur

libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau  Niet Ontvankelijke

Verklaard (NO);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  ini  termasuk  bidang

perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh

Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama dan  sebagaimana

terakhir  diubah  dengan  Undang  Undang  Nomor  50  tahun  2009  Tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke 

Verklaard);  

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);  
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Demikian  diputuskan  berdasarkan  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Giri  Menang  pada  hari  Senin,  tanggal  31  Januari  2022

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  28  Jumadil  Akhir  1443  Hijriah  oleh  Hj.

Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiyah,

S.H.I. dan Arina Kamiliya, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh  Lastriani,  S.E.,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lastriani, S.E., S.H.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  ATK Perkara : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 320.000,00
-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp            10.000,00  
J u m l a h : Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah);
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